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Pendahuluan
Penyelenggaraan sebuah negara tidak terlepas 
dari fungsi dan peran berbagai unsur yang ada 
dalam sebuah negara. Kepemimpinan seorang 
kepala negara akan berjalan secara efektif dan 
optimal, jika semua komponen memberikan 
dukungan yang memadai sehingga semua kebijakan 
pemerintah mendapat dukungan dari berbagai 
lapisan masyarakat. Di samping itu, institusi-institusi 
strategis ikut menjadi pendukung kelancaran roda 
pemerintahan. Walaupun, pada masa awal Islam, 
tidak dikenal institusi-institusi seperti sekarang. 
Banyak komponen dalam sebuah Negara 
memiliki andil bagi kemajuan masyarakat. Dalam 
konsep Islam, sebuah negara secara umum 
memiliki tiga unsur pokok yang sangat menentukan 
yaitu Pemerintah (umara’), ulama (ilmuan atau 
ahli agama), aghniyat (para pengusaha). Dalam 
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tinggi kesadaran masyarakat terhadap agama, maka semakin tinggi keberagamaan yang dipraktikkan oleh para 
pemimpin negara. Bahkan, kadang-kadang ulama menjadi figur utama dalam perjuangan politik di suatu negara. 
Akan tetapi, tidak sedikit yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Kelompok berikutnya memiliki konsep 
sekuler yang miring dan berhak mendapat proporsi diskusi khusus dari para intelektual muslim.
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konteks Indonesia, kalangan ulama memiliki peran 
strategis, karena memiliki pengaruh yang mengakar 
ke dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan, kalangan 
ulama mampu memberikan pengaruh yang berarti 
bagi negara, baik secara politis, maupun secara 
keilmuan serta psikologis.
 Kepiawaian suatu pemerintahan dalam 
berdiplomasi dengan “komunitas penting” 
memberi makna penting bagi keberlanjutan 
pembangunan suatu negara. Komunitas ini tidak 
hanya diajak dalam kegiatan seremonial, tetapi 
juga diikutsertakan dalam musyawarah tingkat 
tinggi. Dengan kata lain, pemerintah yang baik 
adalah pemerintah yang memiliki pemahaman 
tentang komunitas mana yang berpengaruh dalam 
masyarakatnya. Pernyataan-pernyataan komunitas 
tersebut sering mewarnai surat kabar, maupun 
ditampilkan di layar kaca. Dukungan komunitas ini 
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terhadap berbagai kebijakan pemerintah, menjadi 
salah satu pertanda dukungan masyarakat secara 
umum. Sebab, masyarakat senantiasa menunggu 
kritikan, dukungan serta apresiasi mereka sebagai 
panutan dalam kehidupan mereka. 
Definisi dan Klasifikasi Ulama
Secara etimologi, kata ulama merupakan 
kata yang berasal dari bahasa Arab dari akar 
kata: ‘Alima, Ya’lamu, ‘Ilman, ‘Alimun. Kata ulama 
merupakan isim fâ`il ‘Âlimun yang dijamakkan 
menjadi `Ulamâ’ (jamak taksir). Isim fâ`il memiliki 
makna pelaku dari ilmu, atau bermakna ilmuan. 
Dengan demikian, ulama secara bahasa berarti: 
para ilmuan. Namun menurut istilah, kata ulama 
dalam masyarakat Indonesia dimaksudkan se-
bagai kumpulan orang-orang yang memiliki dan 
menguasai serta bergelut dalam bidang ilmu 
keagamaan (ke-islaman), atau tokoh-tokoh 
masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk 
membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmu tentang 
pengamalan ajaran agama. Dalam konteks ini, 
penulis sesuai dengan pemahaman masyarakat 
secara umum, maka kata ulama yang penulis 
maksud adalah para ahli ilmu keagamaan. Hasbi 
Amiruddin, mendefinisikan ulama sebagai: orang 
alim dalam arti memiliki sejumlah ilmu agama baik 
teologi, hadis dan fikih dalam tingkat tertentu.1
Jika merujuk makna kata Ulama dalam 
Alquran, maka di sana dapat dipahami bahwa 
kata ulama bukan hanya untuk kalangan umat 
Islam, tetapi juga mereka yang non Islam, yang 
memahami dan memiliki pengetahuan tentang 
Alquran.2 Seperti dalam surat al-Syu`arâ’ ayat 197. 
Berdasarkan hubungan korelasi dan munasabat, 
Quraish Shihab menyimpulkan bahwa ulama 
adalah Ilmuan Sosial yang harus menghubungkan 
ilmu sosial tersebut kepada spiritualitas. Sehingga 
ada kesatuan dalam diri ulama antara ilmu umum 
dan ilmu agama (ilmu dunia dan ilmu akhirat).
Dalam kalangan masyarakat Indonesia, seperti 
di Aceh, yang dinamakan ulama dikelompokkan 
ke dalam dua kategori utama, yaitu ulama dayah 
dan ulama luar dayah. Sebagian besar masyarakat, 
memposisikan ulama dayah sebagai tokoh panutan. 
Ulama dayah merupakan rujukan dalam pengamalan 
1 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam menurut Fazlur 
Rahman, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 134.
2 M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama 
Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2007), h. 51.
segala perintah agama, bahkan dalam kalangan 
tertentu melebihi batas-batas yang dibenarkan 
oleh agama.3 Sementara ulama luar dayah, memiliki 
penilaian yang berbeda. Untuk menandakan latar 
belakang para ulama tersebut, dapat juga dilihat 
dari panggilan yang ditabalkan oleh masyarakat 
kepada mereka, seperti: Kiyai (pulau Jawa). 4
Lebih jauh, Misri A. Muhshin menyatakan bahwa 
teungku merupakan salah satu golongan elit di Aceh. 
Mereka selain sebagai orang yang memimpin dalam 
bidang agama, juga menguasai semua persoal-
an agama. Jabatan mereka berhubungan dengan 
agama, sekaligus orang yang taat melaksanakan 
ajaran agama. Gelar yang mereka sandang bukan 
berdasarkan anugerah dari penguasa, dan bukan 
karena warisan. Tetapi ia muncul dalam peredaran 
sejarah sosial Aceh atas prestasi ilmu dan ketekunan 
belajar serta kerja di bidangnya. Artinya prestise 
ini merupakan pemberian masyarakat. Prestise 
ini pun memiliki arti yang sangat berharga di-
bandingkan gelar formil dari bangku pendidikan 
yang formil. Tidak dapat disangkal, ada orang 
yang “berani” menabalkan sendiri gelar tersebut 
untuk kepentingan-kepentingan seperti politik, 
ekonomi dan mungkin sekedar mencari perhatian 
dari masyarakat.5
Di dalam faktanya memang banyak ulama 
yang terjun ke dunia politik, tetapi sejauh ini 
peran mereka wajar-wajar saja. Dapat dikatakan 
tak ada langkah-langkah ulama yang ikut berpolitik 
yang menyebabkan kerusakan pemerintahan, 
paling banter peran mereka adalah peran tak 
berdaya untuk meluruskan, tetapi mereka tidak 
ikut membengkokkan pemerintahan. Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) secara umum juga cukup 
independen, tidak dihegemoni oleh kekuatan 
politik mana pun.
3 Sebagian masyarakat mengamalkan agama dengan 
cara mentaqlid secara mutlak kepada para teungku (sebutan 
untuk ulama di Aceh) atau dalam istilah fiqh disebut dengan 
taqlid buta. Dengan pola seperti ini, kebanyakan masyarakat 
menganggap teungku sebagai tokoh yang sama sekali tidak 
boleh dilanggar apa yang sudah diputuskan dan difatwakan, 
dan bahkan melupakan nash al-Qur’an dan hadits sekalipun. 
4 Masyarakat Aceh menyebutkan untuk ulama dayah 
sebagai orang yang malem kitab, artinya memiliki keilmuan 
agama berdasarkan kitab-kitab turâts (baca: kitab kuning). 
Sedangkan ulama luar dayah disebut dengan malem sikula, 
artinya ulama yang backgroundnya pendidikan formil seperti 
PGA, MA, PTAI dan sejenisnya. 
5 Misri A. Muchsin, “Kosmopolitanisme Aceh di Masa 
Kesultanan; Refleksi pada Pasca Tsunami dan Mou Helsinki”, 
dalam Jurnal Adabia, Vol. 7, No. 14, Februari 2006, (Banda Aceh: 
Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry, 2006), h. 19. 
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Bahkan saking independennya, adakalanya 
pandangan-pandangannya dinilai tidak umum 
(konservatif). Jadi secara umum ulama dan semua 
kelembaga-annya tidak mengalami kerusakan 
karena pengaruh kedudukan dan politik. Kalaulah 
ada kurangnya, mereka ini tidak dapat disebut 
sampai tataran merusak, melainkan tak berdaya 
berhadapan dengan kondisi dan pengaruh arus 
politik yang terindikasi sangat koruptif.
Jadi, mengapa politik dan pemerintahan 
rusak jika ulamanya tidak rusak? Jika dikaji lebih 
luas, sesuai dengan makna dasarnya, ulama itu 
sebenarnya bukan hanya ahli agama, tetapi 
mereka adalah ilmuwan pada umumnya, ia 
berasal dari kata alim yang berarti ilmuwan yang 
kemudian dijadikan bentuk jamak dengan kata 
ulama yang berarti para ilmuwan atau, secara 
umum, orang yang banyak ilmunya.
Kalau arti ulama diproporsionalkan mencakup 
arti sebagai ilmuwan umum (bukan hanya ahli 
agama), maka memang dapat dipercaya, gejala 
rusaknya pemerintahan sering dikontribusi juga 
oleh para ilmuwan. Sekarang ini banyak ilmuwan 
yang kerjanya hanya mencari dalil-dalil ilmiah 
untuk membenarkan pe-jabat korup. Bahkan 
banyak ilmuwan yang tertunduk-tunduk, seakan 
menyembah-nyembah, kepada majikan politiknya 
dengan selalu siap menyediakan penjelasan ilmiah 
tentang apa saja yang diperintahkan oleh pejabat”.6
Inilah ulama atau ilmuwan yang menurut 
Al-Ghazâlî, merusak politik dan pemerintahan 
untuk kemudian politik dan pemerintahan itu 
merusak kehidupan rakyatnya. Ulama bukan hanya 
sebuah gelar unik, karena secara bahasa memiliki 
makna ilmuan, dalam realitas dan dinamikanya 
menjadi orang yang dianggap paham tentang ilmu 
agama. Ketika pemahaman terhenti pada makna 
terakhir inilah, menjadi semakin menarik dicermati 
dalam berbagai segi dan aspeknya. Para pakar 
memiliki fungsi cukup penting dalam menganalisis 
perkembangan ulama hingga menemukan berbagai 
kesimpulan yang berarti bagi setiap pengkaji 
tentang ulama di masa setelahnya. Salah satu 
aspek yang dikaji oleh para pakar adalah tentang 
tipologi atau ragam ulama yang ada dalam 
masyarakat, baik dilihat dari segi peran maupun 
dari segi keilmuan yang mereka miliki. 
Dalam karya monumental ulama Aceh ber tajuk 
6 Mahfud MD, “Ulama, Ilmuwan, dan Keadaan Negara”, 
Harian Kompas, 24 Maret 2012. 
Tâjal-Muluk, menggambarkan bahwa bila dilihat dari 
pola pikir serta tingkah laku dan kepribadian-nya, 
maka ulama secara umum dapat dibagi menjadi 
dua golongan yaitu ulama dunia dan ulama akhirat. 
Ulama dunia biasanya dalam mengaplikasikan ilmu-
nya cenderung lebih mengutamakan kepentingan 
duniawi dan lebih bersifat materia-listik. Ulama 
dunia sering juga disebut dengan istilah ulama 
“sû’”, di mana mereka menggunakan ilmunya bukan 
lillâhi ta`âla. Malah di antara mereka ini ada yang 
berani menjual ilmu dan agamanya hanya demi 
memperoleh popularitas, kedudukan dan harta. 
Sedangkan ulama akhirat umumnya cenderung lebih 
meng-utamakan kepentingan ukhrawi dengan tidak 
melupakan kepentingan dunia. Dengan kata lain, 
ulama akhirat dalam mengaplikasikan ilmunya selalu 
bersandar kepada ketentuan Allah Swt dan semata-
mata hanya mengharapkan ridha-Nya. Dengan 
kata lain, ulama akhirat dalam mengaplikasikan 
ilmunya selalu bersandar kepada ketentuan Allah 
Swt dan semata-mata hanya mengharapkan ridha-
Nya. Mereka inilah yang disebut sebagai waratsatul 
anbiyâ’ (pewaris para nabi).
Selain itu, terjadinya pembidangan dalam 
ilmu agama telah menyebabkan ulama ikut 
terbagi menjadi beberapa golongan. Orang–
orang yang ahli ilmu fiqh disebut sebagai 
golongan fuqahâ’, ahli hadis disebut muhadditsîn, 
ahli kalam disebut mutakallimîn, ahli tasawuf 
disebut sebagai mutasawwifîn, ahli tafsir disebut 
mufassirîn, ahli tarikat disebut syekh dan lain-
lain. Jadi gelar keulamaan yang melekat pada 
seseorang tidak lagi disebut sebagai pengertian 
ulama secara umum, tetapi lebih ditentukan oleh 
profesionalisasi keilmuan yang dimilikinya. 7 
Namun demikian, kebanyakan masyarakat 
cenderung kurang memberikan pandangan 
tentang adanya spesialisasi dari setiap ulama. 
Bagi masyarakat ulama memiliki kewajiban 
untuk menguasai semua bidang keilmuan yang 
berhubungan dengan urusan agama. Mereka tidak 
peduli tentang spesialisasi keilmuan seorang ulama. 
Posisi Ulama dalam Negara
Ada beragam pendapat tentang fungsi dan 
kedudukan dalam negara. Ada yang beranggapan 
7 Hasimi dan Yulhanis, Kedudukan dan Peranan Ulama 
dalam Masyarakat (Kajian Salah Satu Aspek Naskah Kuno Tajul 
Muluk), (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 
– Pemerintah Provinsi NAD), 2002, h. 33.
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bahwa ulama merupakan komunitas elite di-
bandingkan komunitas lain dalam sebuah negara. 
Hal ini cukup beralasan, karena memang ada di 
kalangan tertentu menganggap ulama sebagai 
orang yang suci dari kesalahan.8 Sebaliknya, tidak 
jarang pula masyarakat negara tertentu memiliki 
sikap yang lebih ringan terhadap ulama. Sikap 
seperti ini barangkali dikarenakan mereka tidak 
menganggap ulama sebagai manusia yang bebas 
dari berbuat dosa. 
Pola-pola penempatan ulama dalam negara 
antara satu negara dengan negara lain beragam 
pula. Ada negara yang menempatkannya sebagai 
sebuah tim yang bertugas mengawasi dan 
mengawal tugas eksekutif. Namun demikian, ada 
pula negara yang menempatkan ulama sebagai 
mitra kerja, untuk mempermudah hubungan dan 
interaksi antara pemerintah dan masyarakat. 
Pada sisi yang lain pula, ada negara yang tidak 
memberikan tempat kepada ulama atau sejenis-
nya dalam melaksanakan roda pemerintahan. 
Pemerintah Indonesia, memiliki hubungan dengan 
ulama yang dapat dikatakan sebagai mitra kerja, 
karena tidak menjadi bagi struktur organisasi 
pemerintahan, tetapi hanya sebagai suatu lembaga 
(MUI), yang tugasnya tidak begitu mengikat.
Peran ulama kadangkala memberikan andil 
yang cukup besar, bagi kemajuan masyarakat. 
Karena ada orang yang berpendapat bahwa semua 
unsur mempengaruhi kondisi masyarakat. Keadaan 
suatu negara akan terancam kehancuran karena 
salah satu unsurnya yang penting, yaitu rakyat, 
mengalami gejala kerusakan yang parah. Mengapa 
rakyat mengalami gejala kerusakan seperti itu? Imam 
al-Ghazali mengatakan, “Rusaknya ra`iyyah (rakyat) 
disebabkan rusaknya umara (pemerintah), rusaknya 
pemerintah disebabkan rusaknya ulama (ilmuwan), 
dan rusaknya ulama disebabkan kesenangan ulama 
itu terhadap harta dan kedudukan.” 9
Menurut Ibn Taimiyah ulama memiliki tugas 
dan peran ganda, yaitu menafsirkan hukum-hukum 
syari’at dan merumuskan administrasi keadilan.10 
Dengan kata lain, Ibnu Taimiyah membebankan 
juga kepada ulama untuk merumuskan undang-
undang (tugas legislatif). Peranan ini, menuntut 
kepada pemahaman ulama itu sendiri, bukan 
8 Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam..., h. 131.
9 Mahfud MD, “Ulama, Ilmuwan, dan Keadaan Negara”, 
Harian Kompas, 24 Maret 2012.
10 Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam..., h. 130.
hanya semata-mata ahli dalam bidang keagamaan, 
tetapi juga dalam berbagai disiplin keilmuan. Atau 
dengan kata lain, sebuah tim yang mungkin sejenis 
DPR juga harus memiliki anggota yang meliputi 
berbagai unsur keahlian, termasuk para ulama di 
dalamnya. 
Fazlur Rahman, seorang ulama modernis, 
malah memiliki pendapat yang berbeda dengan 
Ibn Taimiyah. Menurut Rahman, ulama tidak di-
bebankan sebagai pembuat undang-undang, tetapi 
itu tetap dikerjakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
(legeslatif). Penolakan Fazlurrahman sangat tegas, 
karena menurutnya, hal ini bertentangan dengan 
kebenaran adanya proses pembentukan hukum 
Islam yang dikenal dalam sejarah. Karena dalam 
sejarah Islam tidak pernah terjadi, ulama bertugas 
membuat undang-undang. Kenyataan historis 
undang-undang selalu dibuat oleh penguasa.11 
Namun demikian, bukan tidak mungkin bahwa para 
penguasa Islam tetap memasukkan unsur ulama 
dalam kalangan legislatif, sehingga sebuah negara 
berlabel Islam tetap memiliki legitimasi yang tinggi 
di mata masyarakatnya yang muslim.
Fazlur Rahman mengetengahkan pemikir annya 
tentang tugas pokok ulama dalam sebuah negara 
antara lain: pertama, sebagai pemberi nasehat 
kepada pemerintah baik legislatif maupun eksekutif. 
Kedua, menjalankan tugas sebagai pemimpin agama 
bagi masyarakat. Selain itu, ulama juga berfungsi 
sebagai unsur intelektual yang dapat melahirkan 
pemikiran-pemikiran yang pada tahap berikutnya 
dapat dijadikan undang-undang.12 
Dalam realitas di negara-negara Islam, tidak 
semua negara memposisikan ulama dalam level-
level tertentu. Namun, demikian tidak sedikit negara 
yang malah kekuatan politik berada di bawah 
pengaruh para ulama. Tidak jarang penurunan 
dan pengangkatan seorang pemimpin berada di 
tangan para ulama. Secara umum, paling tidak 
ada 4 peran strategis ulama di negara antara lain: 
1. Sebagai sumber kekuatan moral spiritual;
2. Sebagai agen sosialisasi Islam;
3. Sebagai pelopor pembaharuan Islam;
4. Sebagai sumber kekuatan ikatan solidaritas 
umat.13
11  Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam..., h. 132
12 Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam..., h. 133.
13 Sri Suyanta, “Ulama, Institusi Pendidikan dan Transisi 
Nilai”, dalam Jurnal Ar-Raniry Nomor 84, (Banda Aceh: IAIN Ar-
Raniry, 2004), h. 22-24.
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Keempat peran tersebut, ada kalanya men-
dapat prioritas lebih serius dari pemerintah 
suatu Negara secara menyeluruh, namun ada 
pula yang hanya diprioritaskan salah aspek saja. 
Bentuk prioritas yang diberikan dapat berupa 
formalisasi ke dalam suatu pernyataan tertulis 
dan ada kalanganya berjalan secara alami.
Komparasi Pola Peran Ulama di Beberapa 
Negara
Peran ulama di suatu negara berbeda-beda. 
Ada negara yang menempatkan lembaga ulama 
sebagai sebuah badan penasehat pemerintah. 
Ada pula negara yang memposisikan ulama 
sebagai badan yang memiliki otoritas menentukan 
seorang pemimpin, termasuk mengangkat dan 
memberhentikan kepala negara. Namun ada 
pula negara yang tidak memberikan otoritas 
sama sekali kepada ulama, sehingga kadangkala 
lembaga ulama menjadi lawan atau oposisi 
pemerintah. 
1. Indonesia
Indonesia terkenal sebagai negara muslim 
terbesar di dunia.14 Untuk itu peran ulama di Indo-
nesia merupakan suatu hal yang menarik untuk 
dicermati. Pada masa Orde Lama, ulama tidak 
mendapat tempat sebagai lembaga yang secara 
formil memiliki akses dengan pemerintah. Hal ini 
ditandai tidak adanya lembaga atau perkumpulan 
para ulama yang disahkan oleh pemerintah untuk 
diajak menjadi mitra kerja. Peran ulama yang men-
capai puncaknya di Indonesia, terjadi di Kerajaan 
Aceh pada abad ke 17. Pada saat itu, Ratu keempat 
yang bernama Keumalatsyah dimakzulkan oleh 
ulama yang berkedudukan sebagai mufti. Alasan 
pemakzulan tersebut adalah pemahaman bahwa 
wanita tidak boleh memimpin sebuah negara.15 
Dalam konteks Aceh di masa Orde Reformasi 
sekarang ini, peran ulama memang memberi 
pengaruh yang cukup besar. Hanya saja, ada 
kalanya terjadi pergeseran yang cukup signifikan, 
contohnya banyak ulama yang melibatkan diri 
dalam ranah politik. Memang hal ini masih terjadi 
14 Julukkan ini bukan disebabkan negara Indonesia me-
miliki idiologi Islam dalam menata negara, tetapi karena 
penduduknya mayoritas muslim dan merupakan pendudukan 
muslim terbesar di dunia. 
15 Thomas Braddle, “Translation of Annals of Acheen” the 
Journal of Indian Archippelago and Eastern Asia (JIEA), Vol. 4 (1850), 
h. 599. dalam Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam…, h. 133.
perbedaan pendapat (khilafiyah), apakah boleh 
ulama berpolitik, atau tidak?16
2.	Turki	
Dalam sejarah, disebutkan bahwa di Turki 
peran ulama pada suatu masa pernah menjadi 
penentu berlangsung tidaknya suatu pemerintahan. 
Namun demikian, bukan berarti ketetapan tersebut 
masih terjadi sampai masa sekarang, karena 
peristiwa tersebut adalah sebuah kasus, bukan 
berdasarkan undang-undang yang telah berlaku. 
Peristiwa tersebut adalah diturunkannya seorang 
Sultan yang bernama Sultan Mustafa I, berdasarkan 
fatwa ulama pada masa itu.17 Dengan kata lain, 
dalam situasi khusus, peran ulama dapat berubah 
dari tingkatan otoritas yang rendah kepada otoritas 
tertinggi, sampai-sampai pada taraf menurunkan 
seorang presiden.
3. Iran
Iran dikenal sebagai negara Islam terkuat 
sampai sekarang. Peran ulama di Iran hampir 
sama dengan masa lalu ketika Islam memiliki 
kerajaan-kerajaan kecil, menjelang runtuhnya 
Daulah Abbasiyah. Di saat itu, khalifah yang 
berada di Baghdad tidak memiliki peran politik, 
tetapi tetap memiliki legitimasi spiritual. Setiap 
pengangkatan khalifah di sebuah kerajaan ketika 
itu harus disetujui oleh khalifah yang berada di 
pusat. Demikian juga halnya, yang dipraktekkan 
oleh Negara Iran, dengan istilah Wilâyat al-Faqîh-
nya. Wilâyat al-Faqîh ini merupakan seorang 
pemimpin yang lebih tinggi daripada kepala 
negara (presiden), namun tidak memiliki peran 
politik yang begitu berarti, tetapi orang yang 
ditempatkan di posisi puncak tersebut adalah 
seorang imam (ulama) yang memiliki kharisma 
dan bahkan dianggap ma`shûm.
Dinamika Peran Ulama
Peran penting ulama telah melewati fase-
fase yang panjang. Dalam fase tertentu peranan 
16 Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa indikasi 
seperti adanya partai yang didirikan oleh ulama yaitu Partai 
Daulat Aceh. Di samping itu banyak pula ulama yang bergabung 
dengan berbagai partai. Dalam pemilihan kepala daerah pun, 
ada ulama yang muncul untuk mencalonkan diri, misalnya 
tampilnya seorang ulama dayah untuk calon Gubernur (dikenal 
dengan nama Abi Lampisang). 
17 Niyazi Berkes, The Development of Scularism in Turkey, 
(Montreal: McGill University Press, 1964, h. 16, dalam Hasbi 
Amiruddin, Konsep Negara…, h. 133.
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ulama hampir tak terlihat, dan pada fase yang 
lain memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 
segala lini kehidupan masyarakat. Kebangkitan 
ulama, menurut Azyumardi Azra dimulai dari 
Mekkah dan Madinah, karena di sini para ulama 
dari seluruh negeri berkumpul ketika musim haji 
tiba setiap tahunnya.18 Kebangkitan yang dimulai 
dari tanah suci tersebut, tidak hanya semata-mata 
dilihat dari perspektif agama, tetapi juga meliputi 
aspek-aspek lainnya seperti politik, ekonomi, 
sosial dan sebagainya. 
Setelah Rasulullah Nabi Muhammad saw 
wafat, maka tidak ada lagi Rasul dan nabi, karena 
Nabi Muhammad adalah nabi penyudahan atau 
terakhir. Oleh karena itu yang diwariskan kepada 
ulama adalah tugas dan peranan menjaga agama, 
ummatnya dan harakat keislaman. Tentu saja ada 
tuntutan yang lebih dari itu. Misalnya pendapat 
yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad bukan 
saja utusan Allah untuk mengembangkan dan 
menjaga agama, ummat dan kemanusia-an, tetapi 
menjadi panglima perang, pemimpin negara dan 
pemerintahan di city-state (negara-kota) Madinah 
dan pemimpin umat manusia antar komunitas 
(di Kota Nabi ini hidup pula komunitas Yahudi, 
Nashrani, Zoroaster dan golongan lain). 
Karena itu Nabi Muhammad memerankan 
dwi-fungsi: agama dan urusan dunia. Yang 
kedua ini mencakup kemanusiaan, negara dan 
pemerintahan, pertahanan, sosial, ekonomi dan 
kesejahteraan serta hubungan internasional. 
Maka di kalangan modernis muslim pendapat 
tentang profil ulama itu cukup beragam. Di dalam 
kenyataan sejarah, telah terjadi transformasi 
peranan ulama dari zaman ke zaman. Mulai dari 
formasi tradisional ke formasi modernis. 
Pertama, ulama cukup menjadi ustazd, buya 
atau mubaligh yang datang ke jamaah atau 
jamaah yang datang belajar atau minta fatwa. 
Soal kehidupannya, serahkan kepada inisiatifnya 
yang lain, atau profesi sampingannya atau profesi 
utamanya yang lain. 
Bagi pemahaman yang satu ini, ulama bukan 
profesi tetapi fungsi pengabdian non-ekonomik. 
Bahkan ada anggapan bahwa ulama tidak pantas 
dibayar kalau datang memberikan pengajian. 
Pengajian hanyalah tugas sucinya. Pendapat lain, 
18 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan 
Kepulau an Nusantara Abad XVII dan XVIII, (Bandung: Mizan, 
1998), h. 59.
fungsi, tugas dan peranan ulama harus dilakukan 
reinterpretasi ulang dan bersesuaian dengan 
tuntutan kehidupan modern. 
Barangkali, dapat pula dipahami bahwa Ulama 
pada dasarnya sesuai makna generik adalah orang 
berilmu. Karena itu tugasnya ialah mengamalkan 
ilmunya dan mengajarkan ilmu itu kepada ummat. 
Tetapi peranan itu dalam kenyataan dalam sejarah 
komunitas Islam, amatlah transformatif, komplek 
dan berubah-ubah. 
Ulama di Masa Awal Islam
Sebagian sejarawan menilai bahwa eksistensi 
Nabi Muhammad pada periode Mekkah hanya 
sebagai pemimpin agama (ulama) atau relegious 
leader belum diakui sebagai pemimpin politik.19 Pada 
periode Madinah, struktur masyarakat Islam kian 
sempurna dan semakin kompleks, di mana Nabi 
Muhammad di samping sebagai pemimpin agama 
(ulama) juga sebagai pemimpin masyarakat (kepala 
negara). Dengan kata lain, ketika itu seakan terjadi 
idealisme konsep negara Islam. Hal ini dilihat pada 
sosok Nabi Muhammad yang memiliki kemampuan 
terpadu dalam memerankan diri sebagai “kepala 
agama” dan “kepala negara” dalam waktu yang 
bersamaan, dan dalam diri satu satu orang.20 
Dikata kan ideal, barangkali dikarenakan pada 
masa-masa kemudian, sangat sedikit peran yang 
demikian sanggup dilakukan oleh para khalifah 
maupun pemimpin-pemimpin setelah khalifah 
dan seterusnya. Tidak sedikit seorang pemimpin 
Islam yang tidak sanggup memberikan peran yang 
berimbang dalam diri mereka seperti diperankan 
oleh Nabi Muhammad pada masa awal Islam.
Sejak wafatnya Rasulullah, masa sahabat 
Khulafaurrasyidin, masa dinasti Umayah, Abbasiyiah, 
Fathimiyah, dinasti Turki Usmani, dinasti Shafawiyah 
di Persia, dinasti Mughal di anak benua India, ulama 
dituntut lebih luas dari hanya berilmu dan pengajar 
atau tempat bertanya ummatnya. 
Kalau di masa Khalifah Rasyidin Abu Bakar, 
Umar, Usman dan Ali, khalifah masih mendekati 
fungsi, tugas dan peranan kenabian. Semua 
kekhalifahan yang empat (khulafaurrasyidin), 
oleh sejarah diabadikan sebagai kekhalifahan 
yang terpimpin (khulafaurrasyidin). Di mana relatif 
19 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, 
(Jakarta: UI Press, 1986), Jilid I, h. 14.
20 TM. Hasbi Ash-Shiddieqiy, Ilmu Kenegaraan Islam dalam 
Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 4.
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masih mewarisi kepemimpinan Nabi Muhammad. 
Keempat khalifah tersebut dapat dikatakan 
merupakan figur-figur yang memiliki kapabilitas 
sebagai pemimpin pemerintahan Islam (umara) dan 
sangat luas ilmu agamanya (ulama).21 Transformasi 
terjadi setelah itu. Era pasca Khulafa al-Rasyidun 
ini, mulai dari daulat-dinasti tadi sampai bubarnya 
dinasti Khalifah Turki Usmani 1924. 
Ada persepsi bahwa ulama menjadi partner 
khalifah, Amir dan sultan di masa dinasti-dinasti 
tadi. Sebaliknya ada persepsi bahwa ulama 
menjadi “topeng” khalifah atau pemerintahan 
untuk melegalisasikan kebijakan dalam bentuk 
fatwa-fatwa ulama. 
Pada era dan masa lain, pada berbagai 
negara dunia Islam setelah kemerdekaan yang 
direbut dari kaum penjajah Barat, sejak awal 
sampai pertengahan abad-20, ulama mengubah 
posisi dalam segala versinya. Ada ulama yang di 
belakang atau bahkan di samping pemerintah, ada 
pula masanya ulama berhadap-hadapan dengan 
pemerintah alias ‘lawan’ pemerintah. 
Dinamika Peran Ulama Aceh
Aceh merupakan daerah yang religious, 
disamping karena digelar sebagai Serambi 
Mekkah, juga negeri ini sudah memproklamirkan 
pelaksanaan Syari’at Islam secara formil. Posisi 
ulama di kawasan ini sangat strategis. Sejak 
awal berdiri dan berkembangnya Negeri Aceh 
Darussalam, telah sangat nyata keseriusan para 
penguasa dalam menjaga syari’at Islam. Pada 
masa tertentu, ulama menjadi warashatul anbiya’ 
di mana ulama tidak hanya dijadikan penasehat 
oleh kepada negeri, tetapi juga dijadikan sebagai 
guru dalam kalangan masyarakat. 
Ketika periode kesultanan Aceh, ulama memiliki 
peran yang sangat mulia dan strategis. Karena 
waktu itu para ulama menjadi para penasehat 
sultan.22 Sejarah mencatat tidak kurang dari dua 
puluh ulama pernah menjadi penasehat para 
Sultan Aceh, dalam berbagai masanya. Para ulama 
tersebut antara lain: Hamzah Fansuri, Syamsuddin 
as-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniry, Sayfarrijal, Syaikh 
Abdurrauf As-Singkili, Jalaluddin al-Tursani, Syaikh 
Muhammad Zain, Syeikh Abdullah al-Asyi, Syeikh 
21 Mohammad Arkoun, Nalar Islam dalam Nalar Modern; 
Berbagai Tantangan dan Jalan Baru, (Jakarta: INIS, 1994), h. 209.
22 Sri Suyanta, Dinamika Peran Ulama Aceh, (Banda Aceh: 
Arraniry, 2008) h. 145.
Jamaluddin bin Abdullah al-Asyi, Syeikh Muhammad 
bin Ahmad Khatib, Syeikh Abbas al-Asyi, Syaikh 
Daud bin Ismail dll.
Namun demikian, Misri A. Muchsin ber pen-
dapat lain, menurutnya, pada kesultanan ulama 
memiliki peran yang lebih besar melebihi hanya 
penasehat, yaitu merupakan mitra penguasa. 
Pada masa itu, tiga elemen penting disamping 
ulama yaitu tuanku dan teuku menjadi tiga elemen 
elit sosial yang menjadi mitra kerja sultan dalam 
mengurus masyarakat—pemerintahan secara 
keseluruhan. Teungku yang bertugas mendampingi 
Sultan disebut juga dengan istilah kadhi malikon 
Ade (Kadhi Malik al-Adil). Mereka bertugas pada 
awalnya sebagai pemberi fatwa kerajaan dalam 
pencaharian kepastian hukum tentang sesuatu 
persoalan, khususnya dalam hal yang berkaitan 
dengan ajaran agama. Dalam realitasnya, ternyata 
Kadhi Malikon Ade juga memiliki peran dan makna 
sebagai hakim umum dan menangani perkara-
perkara di luar persoalan keagamaan. Oleh peran-
nya yang demikian, ulama terakhir ini juga memiliki 
julukan Kali Raja, atau ulama kerajaan, sebab ia 
memang diangkat sendiri oleh Raja. Ulama jenis 
terakhir ini memiliki peran seperti peran yang telah 
dilakukan oleh As-Singkili, yang menjadi simbol 
dari ulama ahli hukum tata negara Aceh.23
Dalam periode penjajahan Belanda di Aceh, 
peran ulama Aceh lebih banyak Amin Ditiro, Tgk. 
Chik Tanoh Abe, Teungku Muhammad Saleh 
Lampoh Raya menjadi pelopor dalam mengobarkan 
jihad melawan penjajahan tersebut. Para ulama 
yang memimpin peperangan-peperangan tersebut 
antara lain: Syeikh Muhammad Saman Ditiro, Tgk. 
Muhammad, Tgk. Haji Cut Maheng, Tgk. Chik Kuta 
Karang, Tgk. Chik Pante Kulu, Tgk. Dimata’i, Tgk.
Cot Plieng dan Tgk. Dibarat.24
Dalam periode penjajahan Jepang, hubungan 
Ulama dan Umara masih berjalan dengan baik. Hal 
ini terlaksana sampai diproklamirkan kemerdekaan 
Republik Indonesia.25 Bahkan sebelum datangnya 
Belanda, dinyatakan terjadi puncak keharmonisan 
antara ulama dan umara’ dengan terbentuknya 
PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), organisasi 
23 Baihaki AK., “Ulama dan Madrasah Aceh” dalam Agama 
dan Perubahan Sosial, (ed). Taufik Abdullah, (Jakarta: Rajawali 
Press, 1983), h. 114.
24 Ibrahim Afian, Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-
1912, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 43. yang 
dikutip oleh Sri Suyanta, Dinamika Peran Ulama Aceh, h. 148
25 Sri Suyanta, Dinamika Peran Ulama Aceh, h. 152
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ini bukan hanya beranggotakan ulama saja, tetapi 
juga para ulee balang.26
Sebaliknya, para era awal kemerdekaan justru 
terjadi peristiwa yang bertolak belakang dengan se-
belumnya, yaitu peristiwa Prang Cumbok. Peristiwa 
ini menunjukkan kemunduran drastis peran ulama 
di Aceh. Perang ini terjadi pada tahun 1946.27
Dalam fase pasca Prang Cumbok, dimana Peme-
rintah Orde Lama berkuasa, peran ulama kembali 
menunjukkan eksistensinya. Hal ini merupa kan 
buah hasil kesepakatan mengakhiri kemelut DI/
TII di Aceh. Para ulama ketika itu, telah berperan 
mendukung pelaksanaan pemerintah dalam men jaga 
ketertiban umum. Dalam sisi lain, juga pemerintah 
memberikan dukungan kepada ulama untuk meng-
gagas penentuan Provinsi Aceh sebagai provinsi 
pertama di Indonesia yang melaksanakan Syari’at 
Islam. Hal ini pada awalnya, pemerintah melahirkan 
perda-perda pelaksanaan syari’at Islam sebelum 
disahkannya pelaksanaan syari’at Islam di Aceh.
Pada fase selanjutnya, ulama kembali men-
jalin hubungan terbaik dengan pemerintah, di 
mana secara formil ulama dijadikan sebagai sebuah 
lembaga resmi dengan diberi nama MUI (Majelis 
Ulama Indonesia), pada tahun 1975. Hal ini tidak 
hanya di level nasional, namun juga regional, 
termasuk di Aceh. Sejak itu, hingga sekarang 
hubungan ulama dan negara masih terjaga dengan 
baik. Dalam era reformasi hingga sekarang lembaga 
ulama juga berusaha untuk mereformasi diri untuk 
memaksimalkan perannya dalam masyarakat.28
Sesuatu yang ideal, menurut penulis, tran-
sformasi peranan ulama yang substantif adalah 
memelihara agama dan menjaga nilai kedamaian 
dan kemanusiaan tanpa harus memihak, walaupun 
di bawah tekanan.
Penutup
Ulama memiliki makna luas dibandingkan 
makna dasarnya sebagai ahli ilmu. Hal ini dapat 
dimaklumi karena ulama yang hanya bermakna 
menguasai ilmu keagamaan tentu tidak dapat 
berbuat banyak dalam masyarakat. Dapat juga 
dipahami bahwa penamaan ulama sebagai orang 
ahli agama menandakan bahwa sebenarnya, dalam 
26 Ismuha, “Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah” dalam 
Agama dan Perubahan Sosial, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 83.
27 Sri Suyanta, Dinamika Peran Ulama Aceh, h. 152
28 Al Yasa’ Abubakar, Tanya Jawab Pelaksanaan Syari’at Islam 
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Dinas Syari’at 
Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003), hal. 20-21.
Islam tidak dibedakan antara ilmu dunia dan akhirat 
(ilmu umum dan ilmu agama). Peran ulama antara 
satu masa dengan masa yang lain, dan antara 
pemerintah yang satu dengan yang lain relatif 
berbeda. Ada pemerintah yang memformilkannya 
dan ada pula yang tidak. Dalam memberikan peran 
kepada ulama, juga memiliki ruang lingkup yang 
berbeda-beda pula. Ada yang memberikan peluang 
lebih luas dan khusus, ada pula yang membatasinya.
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